
 

 

 

WALIKOTA PAREPARE 

PROVINSI SULAWESI SELATAN  
 

PERATURAN WALIKOTA PAREPARE 
NOMOR  9  TAHUN 2020 

 
TENTANG 

  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PAREPARE NOMOR 42 

TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH  
KOTA PAREPARE 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALIKOTA PAREPARE, 
Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut dari hasil laporan 

keuangan Pemerintah Kota Parepare Tahun Anggaran 
2018 terhadap Kebijakan Akuntansi Pemerintah 
Daerah Kota Parepare, maka Peraturan Walikota 

Parepare Nomor 42 Tahun 2014 tentang Kebijakan 
Akuntansi Pemerintah Kota Parepare, sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Walikota Parepare 
Nomor 26 Tahun 2017 tentang Perubahan atas 

Peraturan Walikota Parepare Nomor 42 Tahun 2014 
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota 
Parepare, perlu dilakukan penyesuaian; 
  

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Walikota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 
Walikota Parepare Nomor 42 Tahun 2014 tentang 

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Parepare; 
 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 1822); 
 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 
 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 
 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

 
6. Undang-Undang…………… 
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6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4421); 
 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 
23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5340); 
 

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak  
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 
 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 
 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 
 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan 
atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 

tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5155); 

 

13. 

 

 

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar 

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun2005 Nomor 150, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

 
 

14.Peraturan...................

. 
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4614); 
 

15. Peraturan Pemerintah Nomor  38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan 

Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 
 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia 2009 Nomor 18, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan 
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 

2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6177); 
 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang 
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif 
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5161); 
 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 
 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5219); 
 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia  

Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5272); 
 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92. 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5533); 
 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 
 

24. Peraturan............... 
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24. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 54); 
 

  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 

tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 
Berbasis Akrual pada Pemerintahan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); 
 

  26. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 13 Tahun 2008 
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
Kota Parepare (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 

2008 Nomor 13); 
 

  27. Peraturan Walikota Parepare Nomor 42 Tahun 2014 
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota 

Parepare (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2014 
Nomor 44) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Walikota Parepare Nomor 26 Tahun 2017 
tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Parepare 
Nomor 42 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi 

Pemerintah Kota Parepare (Berita Daerah Kota 
Parepare Tahun 2017 Nomor 26);  
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA 
ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 42 TAHUN 2014 

TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA 
PAREPARE. 

                  
Pasal I 

 
Kebijakan Akuntansi sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
B.11 Peraturan Walikota Parepare Nomor 42 Tahun 2014 
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Parepare 

(Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2014 Nomor 44) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota 

Parepare Nomor 26 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Walikota Parepare Nomor 42 Tahun 2014 tentang 

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Parepare (Berita Daerah 
Kota Parepare Tahun 2017 Nomor 26), diubah sehingga 
menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota 
ini, sebagai berikut: 

51. Belanja untuk pemeliharaan / rehabilitasi / overhaul aset 
tetap untuk sendiri sebagai berikut : 

 
52. Belanja untuk pemeliharaan dimaksudkan dalam rangka 

mempertahankan kondisi aset tetap tersebut sesuai 

dengan kondisi normal atau meningkatkan kapasitas aset 
tetap. Belanja yang dikeluarkan untuk peningkatan adalah 

belanja yang member mamfaat ekonomi dimasa yang akan 
dating dalam bentuk peningkatan kapasitas, masa 
manfaat, mutu produksi, atau peningkatan standar 

kinerja. 
 

53. Belanja pemeliharaan yang tidak menambah nilai aset dan 
masa manfaat dalam rangka mempertahankan kondisi 
aset adalah belanja pemeliharaan yang sifatnya rutinitas 

seperti pengecetan gedung / kantor bangunan, 
penambalan jalan akibat berlubang, pengisian celah 

/retak permukaan, pelapisan aspal tipis, penggarukan, 
penambahan dan pencampuran kembali material pada 

saat pembentukan kembali permukaan, Pengasaran 
Permukaan, penggantian tegel dalam arti tidak secara  

 

keseluruhan ................... 
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keseluruhan, penggantian oli dan service ringan untuk 

kendaraan roda empat dan roda dua. 
 

54. Belanja pemeliharaan yang menambah nilai aset dan tidak 

menambah masa manfaat dalam rangka mempertahankan 
kondisi aset adalah belanja pemeliharaan yang sifatnya 

rutinitas seperti penggantian tegel secara keseluruhan, 
penggantian plafon secara keseluruhan, penggantian atap 
secara keseluruhan, peningkatan pengaspalan jalan 

pengkrikilan kembali untuk perkerasan jalan tidak 
berpenutup dan jalan tanpa perkerasan. 

 
55. Belanja renovasi atau rehabilitasi atau overhaul yang 

menambah nilai aset dan tidak menambah masa manfaat 

dalam rangka peningkatan kapasitas adalah 
bertambahnya kapasitas atau kemampuan aset tetap yang 

sudah ada. Misalnya sebuah generator listrik yang 
mempunyai output 200 kw, gedung / bangunan 

melakukan penggantian secara keseluruhan plafon, atap, 
lantai secara keseluruhan,  pekerjaan utilitas (listrik dan 
air), Pekerjaan interior tidak termasuk furniture. 

 
56. Belanja renovasi atau rehabilitasi atau overhaul yang 

menambah nilai aset dan masa manfaat dalam rangka 
peningkatan kapasitas adalah bertambahnya kapasitas 
atau kemampuan aset tetap yang sudah ada. Misalnya 

gedung / bangunan dilakukan pergantian / pengupasan 
dinding, Pekerjaan struktur, pekerjaan pondasi, 

kendaraan dilakukan pergantian beberapa suku cadang 
komponen mesin kendaraan roda empat dan roda dua. 

 
57. Belanja renovasi atau rehabilitasi atau overhaul yang 

menambah nilai aset dan masa manfaat dalam rangka 

peningkatan kualitas aset adalah bertambahnya kualitas 
dari aset tetap yang sudah ada. Misalnya jalan yang masih 

berupa tanah ditingkatkan oleh Pemerintah menjadi jalan 
aspal, dilakukan pengaspalan ulang secara keseluruhan, 
penggantian dowel/tie bar pada perkerasan kaku, 

peningkatan kekuatan struktur berupa pelapisan ulang 
perkerasan, lapis pondasi diatas perkerasan lama. 

 
58. Belanja renovasi atau rehabilitasi atau overhaul yang 

menambah nilai aset dan tidak menambah masa manfaat 

dalam rangka pertambahan volume aset adalah 
bertambahnya jumlah atau satuan ukuran aset yang 

sudah ada. Misalnya penambahan luas bangunan suatu 
gedung dari 400 m2 menjadi 100 m2. Contoh SKPD 

merencanakan pembangunan WC didalam gedung yang 
sudah ada. Pekerjaan utulitas (listrik dan air), pekerjaan 
interior tidak termasuk interior. 

 
59. Belanja pemeliharaan atau rehabilitasi dalam rangka 

peningkatan khusus irigasi dan jaringan sepanjang tidak 
ada kegiatan pembangunan fisik hanya bersifat 
pengerukan atau normalisasi maka semua pengeluaran 

dikategorikan sebagai belanja pemeliharaan. 
 

60. Penambahan masa manfaat aset tetap disesuaikan dengan 

jumlah belanja yang dikeluarkan pada paragrap 56, 57 
terhadap nilai aset tetap yang bersangkutan (diluar 

penyusutan), dan penambahan masa manfaat aset tetap 
terlampir dalam kebijakan akuntansi ini. 
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Pasal II 

 
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kota Parepare. 

 
 

Ditetapkan di Parepare 
pada tanggal 11 Maret 2020 

 
WALIKOTA PAREPARE, 
 

     ttd 
 

TAUFAN PAWE 
 

 
Diundangkan di Parepare 
pada tanggal 11 Maret 2020 

 
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE, 

 
      ttd 

 
IWAN ASAAD 

 

 
BERITA DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2020 NOMOR 9 

 


